BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Peran menyangkut kecenderungan perilaku manusia untuk membentuk
polakarakteristik yang dapat diprediksi jika ada yang tahu konteks sosial di
mana perilakutersebut muncul. Peran Pemerintah Daerah Kota Gorontalo
dalam memberikan pelayanan perizinan di Kota Gorontalo sudah
dilaksanakan semaksimal mungkin. Akan tetapi dalam prosesnya terus
mengalami hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar instansi
tersebut.

2. Faktor internal atau faktor yang datang dari instansi atau badan pemerintahan
dan faktor eksternal yakni faktor yang datang dari masyarakat itu sendiri. Dua
faktor sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu pelayanan perizinan.
pemerintah daerah yang belum memiliki pegawai yang cukup serta sistem
jaringan yang belum memadai dan pengatahuan hukum masyarakat serta
kesadaran hukum masyarakat dapat menghambat pemberian pelayanan

perizinan di Kota Gorontalo.
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B. SARAN

1. Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus melakukan rekrutmen pegawai
untuk mendorong kinerjanya yang masih kurang dan tentunya memperbaiki
serta mengupgrade sistem komputerisasi yang ada instansi tersebut

2. Pemerintah Daerah harus lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat
terhadap pentingnya kepemilikan perizinan guna menumbuhkan kesadaran
hukum masyarakat dan untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat

akan pentingnya pengurusan perizinan.
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